
 
 

 
 

BAB IV  

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian dan maka penulis dapat ditarik simpulan 

berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat pembatalan sepihak oleh 

konsumen dalam transaksi COD di Shopee menghadapi ketidakpastian 

pembayaran dan risiko kerugian logistik yang sepenuhnya ditanggung 

sendiri. Perlindungan yang diberikan Shopee masih bersifat administratif 

melalui sistem retur barang, pemblokiran akun pembeli, dan fasilitas Pusat 

Resolusi, tetapi belum mencakup kompensasi finansial. Secara normatif, 

pelaku usaha memiliki landasan hukum perlindungan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan 

Undang-Undang ITE. Dalam praktiknya tanggung jawab hukum Shopee 

masih terbatas karena hanya bertindak sebagai fasilitator, bukan pihak 

dalam perjanjian jual beli, sehingga perlindungan yang tersedia belum 

proporsional dengan kerugian yang ditanggung pelaku usaha, khususnya 

UMKM.  

2. Penyelesaian sengketa transaksi COD di Shopee umumnya ditempuh 

melalui mekanisme internal seperti Pusat Resolusi, Customer Service, dan 

banding administratif. Bentuk penyelesaian yang diberikan bersifat 

administratif/non-litigasi, seperti mediasi, pemblokiran akun, dan 

pencabutan akses COD. Jalur eksternal melalui Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK) atau pengadilan tetap terbuka apabila 



 
 

 
 

penyelesaian internal tidak berhasil, tetapi mekanisme ini jarang digunakan. 

Dengan demikian, sistem tanggung jawab Shopee dalam penyelesaian 

sengketa masih terbatas pada fasilitasi administratif, belum menjamin 

kompensasi finansial atas kerugian yang dialami pelaku usaha, sehingga 

menimbulkan kesenjangan antara tanggung jawab platform dengan 

perlindungan hukum yang diharapkan.  

B. Saran 

1. Shopee perlu menyempurnakan sistem perlindungan penjual, tidak hanya 

melalui sanksi kepada pembeli, tetapi juga dengan skema kompensasi 

langsung seperti penggantian ongkir atau biaya retur untuk kasus 

pembatalan COD yang tidak sah. 

2. Shopee disarankan untuk mengembangkan sistem deposit awal bagi 

pembeli COD atau fitur penalti bagi pembatalan sepihak, guna menekan 

tingkat kerugian penjual serta meningkatkan tanggung jawab pembeli. 

3. Pelaku usaha perlu membatasi penggunaan sistem COD dan mendorong 

konsumen untuk menggunakan metode pembayaran yang lebih aman 

seperti transfer bank atau e-wallet, guna mengurangi risiko kerugian 

sepihak. 

4. Perlunya peningkatan literasi digital baik kepada konsumen maupun pelaku 

usaha agar masing-masing pihak memahami hak, kewajiban, serta dampak 

hukum dari setiap transaksi, termasuk tanggung jawab terhadap pembatalan 

atau penolakan barang. 
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